






 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Tanah merupakan aspek yang penting dalam kehidupan, mempunyai 
peranan penting dan merupakan pondasi utama dari semua kelangsungan 
hidup sehari-hari seperti untuk tempat tinggal, mendirikan bangunan, 
bahkan sampai manusia meninggal dunia pasti membutuhkan tanah. 
Karena adanya hubungan yang erat antara manusia dengan tanah, maka 
manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki bidang tanah 
yang diinginkan yang mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek 
kehidupan manusia. Untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam 
hidup dan kehidupan seluruh rakyat indonesia maka permasalahan yang 
berkaitan dengan peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli perlu 
diatur dalam Undang-Undang. 
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 
Ayat(3) yang berbunyi sebagai berikut ”Bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’’, dan dalam Undang-Undang 
Pokok Agraria Pasal 2 yang menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan ruang 
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada 
tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat’’. Oleh karena itu, sebagai landasan dasar bagi pemerintah 
dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan 
dibidang pertanahan agar tidak menimbulkan berbagai masalah yang terkait 
dengan kepentingan-kepentingan  terhadap  tanah.  Adapun  yang  bertugas  






Peralihan Hak Milik atas tanah dengan cara jual beli berarti beralihnya 
suatu hak atas tanah dari pihak satu kepada pihak yang lain. Berbeda 
dengan dialihkannya suatu hak, maka dengan dialihkannya suatu hak 
menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan 
oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang 
lain. Dengan demikian pemindahannya hak milik tersebut di ketahui atau 
diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah. 
Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli diatur 
dalam Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang 
pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang pendaftaran tanah. Setiap peralihan hak milik atas tanah wajib 
didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Pendaftaran pemindahan atau 
peralihan hak tersebut bertujuan agar pihak ketiga mengetahui bahwa 
sebidang tanah tersebut telah dilakukannya jual beli. Sebab apabila jual beli 
tanah tidak didaftarkan dan bidang tanahnya tidak dikuasai secara nyata 
oleh pemilik baru, hal ini membuka peluang bagi yang beritikat buruk 
untuk menjual kembali tanah tersebut kepada pihak lain. Dengan 
mendaftarkan tanahnya maka akan mendapatkan Surat Tanda Bukti 
Pemilikan Tanah yang disebut sertifikat. Pemberian sertifikat tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada yang memperoleh hak 
untuk mempergunakan tanah tersebut. Pendaftaran dilakukan karena 
dengan pendaftaran status kepemilikan atas tanah menjadi jelas dan dapat 
dijadikan alat pembuktian yang kuat. 
Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 adalah : 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 
sebagai pemegang hak yang bersangkutan.  
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 




membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.  
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.  
Mengingat begitu pentingnya pendaftaran tanah maka setiap peralihan 
hak atas tanah harus didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Sesuai 
dengan judul ProsedurPendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan 
Cara Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, maka penulis 
maksudkan dengan peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum 
yang bertujuan untuk memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Yang 
dimaksud Hak Milik adalah hak yang terkuat, turun temurun dan terpenuh 
yang dapat dipunyai setiap orang, dimana dalam penggunaannya harus 
berfungsi sosial. Sedangkan yang dimaksud pengertian jual beli tanah yaitu 
beralihnya suatu hak atas tanah, baik secara keseluruhan maupun sebagian 
hak dari seseorang ke orang lain atau Badan Hukum dengan cara jual beli, 
yang artinya hak yang dialihkan tersebut akan menjadi hak sepenuhnya dari 
penerima hak/pemegang hak yang baru. Pendaftaran peralihan hak atas 
tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pelaksanaan 
pencatatan mengenai peralihan hak atas tanah baik dalam pencatatan 
administrasi/yuridis bahkan kadang teknis, dalam hal ini peralihannya 
dengan cara jual beli. 
Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam 
Propinsi Jawa Tengah. Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang 
terdiri atas 150 desa dan 17 kelurahan, dengan ibu kota kabupaten yang 
terletak di Kecamatan Bendosari yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. 
Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 46.666 ha 
atau sekitar 1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah 
penduduk sekitar 900.000 jiwa.  
Tentang kegiatan pertanahan untuk sertifikasi tanah yang terjadi di 
masyarakat sukoharjo memiliki prosentase tingkat kesadaran yang cukup 
tinggi untuk mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional. Dapat 





Tabel 1.1 Data Permohon Pendaftaran Peralihan Hak Tanah Dengan 












                   Sumber: Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo 
Menurut wawancara Bapak Muhammad Fadli, SE selaku Ketua Seksi 
Hak Tanah & Peralihan Tanah pada tanggal 22 Februari 2016 : 
“Peningkatan pendaftaran tanah itu disebabkan masyarakat sadar dan 
sudah mengerti guna sertifikat tanah, apabila tanah tidak didaftarkan dan 
bidang tanahnya tidak dikuasai secara nyata oleh pemilik baru, hal ini 
membuka peluang bagi yang beritikat buruk untuk menjual kembali tanah 
tersebut kepada pihak lain”. 
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo dikategorikan 
Kantor Kelas A sebab intensitas pemohon yang datang setiap harinya 
sangat tinggi. Pelayanan Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sangat 
memuaskan dapat dilihat dari jumlah pemohon yang selalu meningkat, itu 
disebabkan karena Badan Pertanahan Sukoharjo selalu berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan terbaik dan tepat waktu dalam pelaksanaan serta 
penyelesaian kegiatannya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka 
penulis tertarik untuk mencoba menguraikan dan membahas tentang 
judul,’’Prosedur Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan 
Cara Jual Beli di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo’’. 






Januari 931 1081 1082 
Februari 1067 986 1040 
Maret 1032 982 1024 
April 438 1071 965 
Mei 382 894 733 
Juni 654 567 481 
Juli 866 504 705 
Agustus 1003 836 753 
September 845 726 858 
Oktober 942 862 932 
November 630 1021 1045 
Desember 836 884 910 




B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana prosedur pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 
dengan cara jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo ? 
2. Apa hambatan dan kasus yang dihadapi dalam pendaftaran peralihan 
hak milik atas tanah dengan cara jual beli di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sukoharjo ? 
3. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai hambatan yang 
terjadi sesuai dengan kebijakan pertanahan yang telah diterapkan di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo? 
 
C. Tujuan Pengamatan 
1. Untuk mendeskripsikan prosedur pendaftaran peralihan hak milik atas 
tanah dengan cara jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sukoharjo.  
2. Untuk mendiskripsikan hambatan apa saja yang dihadapi dalam 
pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah dengan cara jual beli di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.  
3. Untuk mendeskripsikan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai 
hambatan yang terjadi sesuai dengan kebijakan pertanahan yang telah 
diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. 
 
D. Manfaat Pengamatan 
1. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa mengenai prosedur 
pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.  
2. Agar masyarakat mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran 
peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.  
3. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 
peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam proses 




rangka menjamin kepastian hukum.  
4. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi 
pembuat undang-undang tentang kondisi masyarakat yang 
sesungguhnya dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 
dengan cara jaul beli 
5. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat di 
kabupaten Sukoharjo mengenai arti pentingnya pendaftaran peralihan 
hak milik atas tanah dengan cara jual beli .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
